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ABSTRACT

Health is a big part of the nation’s ideals that must be realized by the state,
where the role of the government in realizing this goal is written in the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia to be responsible for the provision of
health service facilities. In order to realize thesideals of this nation, the
government is assisted by state.equipment such as BPJS and Hospitals. It's just
that in its implementation there are obstacles between patients.using BPJS and
the Hospital related to the implementation of services carried out by the Hospital
to patients using BPJS. Especially in responsiveness services, in this case doctor
consultations which are considered not in accordance with the mandate of Law
Number 24 of 2011 concerning BPJS and Law’ Number 36 of 2009 concerning
Health related to service quality. So that this is considered to have contradicted
the goals of the nation’s ideals for the fulfillment of human rights in the health
sector.

The main problems in this study are first, how the implementation of
hospital services handles the community for BPJS patient users at the Dumai City
General Hospital and secondly how are the obstacles to implementing hospital
services in guaranteeing for BPJS patient users at the Dumai City General
Hospital.

This research is included in empirical legal research, which is a legal
research method that functions to see the law in a real sense and examines how
the law works.in the community. Because in this study examines people in life
relationships In.society, the empirical legal, research method can be said to be
sociological legal research. It can be said that legal research is taken from the
facts that exist in a society, legal entity or government agency.

This study ‘concludes that first, the implementation of hospital services for
patients using BPJS is still considered inappropriate from the mandate of the
1945 constitution and related laws, this is based.on the fact that there is still a
discrepancy between the objectives of ‘holding hospital services for BPJS patients
at the Dumai City General Hospital in in terms of responsiveness of service to
patients, causing long queues and eliminating the goal of obtaining safe, quality,
and affordable health services. Second, the implementation of BPJS services in
hospitals still has problems in terms of service, especially in terms of
responsiveness, this is based on the assessment given by BPJS user patients at the
Dumai city public hospital. So that it is considered that the goals of safe, quality,
and affordable health have not been fulfilled.

Keywords : Hospital Services, Patients, Organizers Health Social Security
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ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu bagian besar dari cita bangsa yang harus
diwujudkan oleh negara, dimana peranan pemerintah dalam merealisasikan tujuan
ini dituliskan dalam UWD NRI 1945 untuk bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan® kesehatan. Guna mewujudkan cita. bangsa ini, maka
pemerintah dibantu oleh alat perlengkapan negara seperti BRPJS dan Rumah Sakit.
Hanya saja dalam pelaksanaanya terdapat kendala antara pasien pengguna BPJS
dan Rumah Sakit terkait dengan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh
pihak Rumah Sakit kepada pasien pengguna BPJS. Terutama pada pelayanan
ketanggapan dalam hal ini~konsultasi dokter yang dianggap tidak sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terkait® dengan mutu
pelayanan. Sehingga hal ini dinilai telah bertentangan dengan tujuan dari cita
bangsa atas pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana
pelaksanaan pelayanan rumah sakit menangani masyarakat bagi pengguna pasien
BPJS di Rumah Sakit Umum Kota Dumai dan kedua bagaimana kendala
pelaksanaan pelayanan rumah sakit dalam penjaminan bagi pengguna pasien
BPJS di Rumah Sakit Umum Kota Dumai.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris yaitu suatu
metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata
dan meneliti  bagaimana/~*bekerjanya “hukum’ di lingkungan masyarakat.
Dikarenakan dalam penelitian ‘ ini<\meneliti- ‘orang dalam hubungan hidup di
masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagali
penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang
diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau
badan pemerintah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan pelayanan
rumah sakit bagi pasien pengguna BPJS dinilai masih kurang tepat dari amanat
konstitusi 1945 dan undang-undang terkatt, hal ini didasarkan karena masih
terjadinya ketidaksesuaian tujuan diselenggarakannya pelayanan Rumah Sakit
kepada pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Kota Dumai dalam hal pelayanan
ketanggapan kepada pasien sehingga menimbulkan antrian panjang dan
menghilangkan tujuan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan
terjangkau. Kedua, Pelaksanaan pelayanan BPJS di Rumah Sakit masih memiliki
kendala dalam hal pelayanan terutama dalam hal ketanggapan, hal ini didasarkan
atas penilaian yang diberikan oleh pasien pengguna BPJS dirumah sakit umum
kota dumai. Sehingga dinilai belum dapat terpenuhinya tujuan dari kesehatan
yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Kata Kunci : Pelayanan Rumah Sakit, Pasien, Badan Penyelenggara
Jaminan sosial.
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BAB |

PENDAHULUAN

A.

Latar Belak

peraturan
terutama si
juga termas

1945 Bab

iki resiko yang
sewaktu-wak jadi : gkan kerugian inilah

yang menjadi pe 12 enjami , sosial individu.

menjalankan penjaminan sosial individu.?

Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan, salah satunya

terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat, hal ini ditandai dengan

'JKN, Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi. 2013. Pegangan Sosialisasi
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Departemen
Kesehatan. Jakarta.

Z Selvi Harvia Santri. 2019. Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan
Bermotor. Selvi Harvia Santri. Pekanbaru. Hal 32
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ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang selanjutnya berubah
menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dimana

Pada intinya menegaskan bahwa setiap orang berhak mengakses pelayanan

akan terjad
pemerintah

Badan Pen

(Pessero).?

untuk menjamin kepastian ini, maka disusunlah suatu peraturan perundang-
undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial. Dalam undang-undang tersebut setidaknya memuat suatu
ketentuan tentang penyelenggaraan jaminan sosial dan jaminan sosial

ketenagakerjaan di bidang kesehatan.

* Simanjuntak, Emy Pangaribuan. 1998. Hukum Asuransi Indonesia. Rineka Cipta.
Jakarta



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial dalam bidang kesehatan (UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial).. Dalam pemberian jaminan kesehatan, BPJS
mengklasifikasikan ke dalam dua fungsi yang berbeda, yaitu BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan-adalah badan hukum yang mengelola
program jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pemeliharaan kesehatan,
agar peserta dapat memperoleh manfaat jaminan kesehatan dasar yang dapat
dinikmati oleh semua orang guna tercapainya kesejahteraan nasional.* Hanya saja
yang menjadi pembeda dalam pengklasifikasian tersebut terdapat pada pengguna
jasa, dimana BPJS kesehatan diperuntukan bagi masyakarat luas baik yang
bekerja secara informal maupun non-formal, sementara itu BPJS ketenagakerjaan
diitujukan untuk setiap orang yang bekerja dan herada di bawah naungan suatu

lembaga ataupun instansi swasta maupun pemerintahan.

Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang BPJS menjelaskan bahwa. BPJS Kesehatan adalah badan
hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan
program penjaminan kesehatan nasional. Pada dasarnya jaminan sosial kesehatan
adalah produk asuransi sosial yang secara khusus menanggung biaya kesehatan

atau pengobatan tertanggung jika terjadi penyakit atau kecelakaan. Secara umum,

* Ika Widiastuti. 2017. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan Di Jawa Barat. Bekasi. Hal 94
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perusahaan jaminan sosial memberikan dua metode pengobatan, yaitu inap (in-

patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment).

Jaminan sosial adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengurangi

au biaya yang
dibayarkan p ) kepada penanggung ¢ g ditanggung oleh

a bantuan iuran

untuk

tetapi juga berlaku bagi WNA yang pekerja di Indonesia minimal selama
enam bulan. Kuartet berpartisipasi dalam implementasi penyelenggaraan jaminan
sosial setidaknya terdiri dari pemerintah, Badan Asuransi/BPJS Kesehatan,

penyelenggara pelayanan kesehatan dan peserta.

> https://askes.wordpress.com.



https://askes.wordpress.com/
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Peserta BPJS Kesehatan tidak hanya terfokus pada PNS, TNI/POLRI atau
veteran saja, namun pemerintah juga menawarkan program penjaminan ini

kepada masyarakat yang telah ditetapkan dengan syarat tertentu untuk ikut serta

berdirinya
BPJS Kesehatan ia aupL ‘ A memiliki
kesempata berupa biaya
pengobata dakan operasi.

Fasilitas ya asuransi yang

255

dibayarkan.

pastian jaminan

EL TN

tahuan terhadap

Lahirnya BPJS Kesehatan menggantikan ASKES tentunya menimbulkan
suatu isyarat bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya pada nama tetapi juga
pada peningkatan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan di Indonesia yang
mencakup semua lapisan masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan
masyarakat. Guna mewujudkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan tidak

terlepas pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang
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pelayanan dan peningkatan ketersediaan fasilitas-fasilitas yang diadakan

pemerintah.

guna meningkatkan kesehatan yang setinggi-tingginya dan mencapai tujuan

Indonesia sehat. Maka Pemerintah membentuk serta menetapkan suatu program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini ditandai sejak 1 Januari 2014,
dimana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan BPJS

Kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, jaminan

®Ganie. A. Junaedy. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta



kesehatan adalah bentuk perlindungan kesehatan yang memungkinkan peserta
memperoleh pelayanan dan perlindungan kesehatan sekaligus memenuhi
kebutuhan dasar kesehatannya. Itu diberikan kepada semua orang yang membayar

iuran atau mereka.yang iurannya.dibayar oleh.negara.”

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum baru yang menyelenggarakan
jaminan kesehatan secara-/nasional, tentu punyarencana baru” yang menjadi
pembeda 'dengan instansi atau lembaga lainnya, dan juga melakukan
pengembangan dari yang dilakukan PT. ASKES Indonesia sebelumnya. Pasal 6
ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur bahwa BPJS
Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a. Mengenai masa transisi pelaksanaan kegiatan
penjaminan ini-tentunya terdapat kendala yang dihadapi oleh BPJS maupun setiap
orang yang menggunakan jasa-perlindungan jaminan sosial yang diselenggarkan
olen pemerintah ini. permasalahan setidaknya menyangkut pada pelayanan
kesehatan, yaitu ‘penerapan pada Peraturan Nomor 36 Tahun 2009 tentang

jaminan kesehatan dalam pasal 5ayat (1), (2), dan (3).

Penilaian kualitas pelayan, yaitu keandalan, daya tanggap, dan empati.
Keandalan atau reliability adalah kemampuan petugas kesehatan untuk
memberikan layanan yang dijanjikan tepat waktu dan dengan cara yang
memuaskan. Daya tanggap atau responsivness mengacu pada kemampuan staf

medis untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan yang tanggap. Empati

7 Antina. Rila Rindi. 2016. Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien
Peserta BPJS Di Puskesmas Pandian Kabupaten Sumenep. Madura. Hal 567



atau emphaty meliputi kemudahan menjalin hubungan komunikasi yang baik dan

memahami kebutuhan pasien.®

BPJS dalam pelaksanaannya masih banyak .menyimpan kendala, yang

iy disay yejepe il udwnyo(]

diselenggarakannya program BPJS be epenuhnya terwujud.

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Fakta yang penulis dapatkan di lapangan menunjukan bahwa pasien yang
menggunakan jalur BPJS tidak mendapatkan pelayanan yang layak, kemudian

pasien BPJS juga mengeluhkan lambatnya pengobatan yang diberikan oleh pihak

® Abidin. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan Terhadap Kepuasan
Pasien Di Puskesmas Cempae. Makassar. Hal 71

® Solechan. 2019. BPJS Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. Universitas Diponegoro.
Hal 690
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rumah sakit kepada pasien pengguna jalur BPJS. Permasalahan yang lebih
kompleks juga terjadi pada jam konsultasi dokter yang menimbulkan

ketidakpastian bagi pasien sehingga membuat pasien merasa terabaikan. Dampak

terpenuhi

keluarganya

dalam bidang kesehatan dan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik
demi kesembuhan dan kepuasan pasien. Hal ini terlihat jelas dari visi RSUD Kota
Dumai yaitu “Mewujudkan rumah sakit pendidikan terunggul dipantai timur
sumatera” Dengan visi tersebut maka dapat di definisikan bahwa RSUD Kota
Dumai merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat

pendidikan, penelitian, pelatihan dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam



bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan
kesehatan lainnya secara multiprofesi. Sehingga menjadikan RSUD Kota Dumai
sebagai Rumah Sakit Terunggul Dipantai Timur Sumatera dalam pelayanan
maupun fasilitas-fasilitas kesehatan dari Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten
Rokan Hilir. Meskipun kedua Kabupaten yang bersebelahan dengan Kota Dumai
ini telah memiliki rumah sakit-dengan  kelas,yang sama dengan RSUD Kota
Dumai, namun sampai“saat ini RSUD Kota Dumal masih menjadi sentra atau
rumah sakit rujukan dari dua kabupaten tersebut dengan ditetapkan sebagai rumah
sakit rujukan daerah. Hal ini memungkinkan untuk memgembangkan Rumah
Sakit yang jauh lebih lengkap dan diharapkan sampai dengan masa yang akan
datang, RSUD-Kota Dumai tetap menjadi yang terunggul dalam pelayanan dan

proses pendidikan dibidang kesehatan.

Melihat pada permasalahan, yang terjadi-di RSUD Kota Dumai, jelas
tampak masih memiliki banyak kendala atau masalah dalam hal pelayanan
kesehatan khususnya bagi pasien yang -menggunakan BPJS, sehingga banyak
masyarakat yang mengeluhkan pelayanan dari. rumah sakit ini. Banyak
masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan kepada pasien BPJS
dianggap sangat bermasalah. Keluhan dari pasien pengguna BPJS menyatakan

kecewa dengan pelayanan RSUD Kota Dumai.

Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan pasal 5
ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap
orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya

dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,

10



dan terjangkau. Dalam penerapan pelaksanaan pelayanan BPJS di Rumah Sakit,
Waktu tunggu merupakan atribut pelayanan kesehatan yang harus diawasi dengan
ketat, jika pelayanan kesehatan memusatkan perhatian pada pelayanan pasien.
Dengan demikian-waktu tunggu. merupakan_ ukuran yang penting dari kepuasan
pasien. Antrian panjang pasien terjadi ketika pelayanan kesehatan berkerja secara
tidak efisien dan memicu ketidakpuasan! Hal,ini didasarkan pada kerugian yang
terjadi pada pasien tidak hanya terkait dengan waktu saja, melainkan pula secara
materil. Karena dalam kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kota Dumali,
antrian terkadang tidak hanya menunggu dalam hitungan jam saja, melainkan pula
dalam hitungan hari bahkan seminggu. Sehingga permasalahan ini pada dasarnya
menghilangkan-tujuan dari pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau,
sehingga tujuan dari pengadaan BPJS untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar, hidup yang layak bagi seluruh

masyarakat Indonesia.

Dilihat dari fenomena permasalahan tersebut, terlihat bahwa sebagai
institusi nasional yang telah resmi melayani masyarakat selama puluhan tahun,
RSUD Kota Dumai telah menunjukkan ketidakpuasan terhadap pasien. Kenyataan
tersebut tidak sejalan dengan visi “rumah sakit pendidikan terbaik™. Diciptakan di
pantai timur Sumatera “Mewujudkan rumah sakit pendidikan terunggul dipantai
timur sumatera”. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai rumah sakit pendidikan
serta pelaksana penyelenggara pendidikan, penelitian, pelatihan serta pelayanan
kesehatan secara menyeluruh di bidang pendidikan kedokteran, pendidikan

berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya. RSUD Kota Dumai terkesan

11
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tidak professional dalam mengimplementasikan visi dan misinya. Sehingga
sebagai RSUD Kota Dumai dan sebagai rumah sakit rujukan dari beberapa rumah

sakit daerah terkesan tidak tepat. Karena dengan berbagai fungsi professional

tujuan me nelaya i ke ehatan dengan
memberika
memajukan es masyarakat terhadap pelayz layanan publik
| ’ a, visi dan misi

=
mencapai hasil yang

yang menja
pendirian r
diharapkan.

Misalnya jadwa 3 an kegawatdaruratan

Pasal 3 vyaitu “BPJS bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota

keluarganya”.

©https://rsudkotadumai.com.
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Terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS yang mana
masyarakat mendapatkan pelayanan dan penanganannya yang kurang maksimal

dalam mengayomi permasalahan masyarakat dan terkesan mengabaikan para

lamanya a

antrian yan

Dilihat.c ersC li erke Jap pasien dan dapat

dikatakan bahwa i piha akit le derung ke kalangan

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Rumah Sakit Bagi
Pasien Bpjs Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs

(Studi Kasus Rumah Sakit Umum Kota Dumai).”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis

dapat merumuskan dua pokok permasalahan tentang BPJS kesehatan ini, yaitu :

1. Bagaiman m ngani masyarakat

S Y I
UL ’g.f 4
alam penjaminan
ey

2.  Manfaat Pen

sumbangan pemikirannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

B. Menjadi bahan acuan yang akan digunakan bagi Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Riau dalam mengembangkan bahan
perkuliahannya

C. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

14
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2. Manfaat Praktis

A. Dipakai sebagai masukan untuk para pihak masyarakat pengguna asuransi

BPJS

adalah melinc : akan ke : agi rakyatnya.
Dalam rangka egara mempunyai kewaj K memfasilitasi seluruh
pemenuhan he i ja negara. Sebagai negs ng bertujuan untuk

memajukan kesejahteras ok n kesejahteraan

kepada pemerintah awab+ untuk mengemban misi
publik tersebut.™*

Salah satu asas negara hukum yakni setiap tindakan organ pemerintah harus
berdasarkan kewenangan, terkait erat dengan asas “geen bevoegdheid zonder

verantwoordelijkheid” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) atau

" Julista. Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang

Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014,
hal. 21

15
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“zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid” (tanpa kewenangan tidak ada

pertanggungjawaban). Pada umumnya setiap tindakan organ pemerintah adalah

penggunaan wewenang, karena itu selalu terkait dengan pertanggungjawaban.

pemerintah |aksana at . ang-undang, dan
pemerintah

yang dilakukan; bilaman han tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak

hukum, tanggung a ; bagi seseorang untuk

pengertian responsibility dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan

2 Vina Akfa Dyan, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris

dalam Membuat Party Acte, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017, Hal. 165

13 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005
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termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga
kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. **

Menurut Martono, tanggung jawab secara umum dapat berarti tiga macam,

pelaksanaan anan, bai i ‘F ajiban ataupun

kekuasaan. Seeara um angg : uk ia nrsebagai kewajiban

QQ ‘ : pulkan bahwa konsep
tanggug jawab hukum beru ep kewajiban hukum, bahwa
seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa

dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas

suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

" Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UlI Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250

1 Martono, 2007, Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, Jakarta, Raja Grafindo

Persada, h. 306 — 307

18 Khairrunisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan,2008,hal 4

17



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Teori Perlindungan Hukum
Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat yang didasarkan atas

anggapan bahwa adanya keteraturan atau Kketertiban dalam usaha

pembangunan ats ang diinginkan atau

'm“‘ .@ dung dalam
‘ dalam arti
dengatur) atau
sarana pe sia ke arah
yang dike

Menur jidi da S -H:l' : ahwa hokum dapat
difungsikan untuk mewt : sifa ak sekedar adaptif
dan fleksibe

dapat Sunaryati

Hartono me a yang lemah dan

belum kuat are 0 emperoleh keadilan
sosial.’
Di Indonesia ngaturan hukum yang

hukum terutama melalui perundang-undangan. Perundang-undangan di

v Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung:

Alumni, 1991), h 55.
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Indonesia pada umunnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum
serta perlindungan hukum didalam masyarakat.*®

Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Penger

kegiatan u

atau kaidah

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya

di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori

1 Widya Marthauli Handayani, ,,Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan

Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, Jurnal
Legislasi Indonesia, 16.2 (2019), 214-24.

19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), him.
595.

20
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yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada

perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi

yang lemah,baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.**

perlindungan_ hu asarn ‘ egrasikan dan

mengkoord
lalu lintas : _ -_ ertentu hanya dapat
dilakukan d b

Menuru i : atau upaya untuk
melindungi

tidak sesuai denga me rtib: dan ketentraman

2 Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori

Perlindungan Hukum Terhadaphak Cipta Atas Penyiaran, Jurnal Pena Justisia Vol 18, No. 1
Tahun 2019 hal. 5

22 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, him

2 Hanifah Sartika Putri, Amalia Diamantina, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan

Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat, Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia VVolume 1, Nomor 3, Tahun 2019. Hal 395

2 Setiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,

Surakarta, 2004, him. 3
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3. Penelitian Terdahulu
Fitriana dari Fakultas Ekonomi dan IImu Sosial Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim dengan judul “Analisis Kepuasan Masyarakat Pengguna Bpjs

Dalam Menerima

prosedur
kedisiplina anan, kemampuan
petugas pelaya an pelayanan,
kesopanan , kenyamanan

lingkungan.

et S & UL T

menganalisis hubungan tingkat kepuasan pasien BPJS dan non BPJS terhadap

kualitas pelayanan kesehatan rawat jalan dengan metode SERVQUAL di RSUD
Kota Dumai. Jenis penelitian adalah survei analitik dengan pendekatan cross

sectional.

21



Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gusrido Saputra Jurusan limu
Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Sriwijaya dengan Judul “Kualitas Pelayanan Kesehatan Pengguna Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.(BPJS) Rawat.lnap Penyakit. Dalam Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui kualitas pelayanan, daritrumah sakit ruangan penyakit dalam bagi
pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten
Ogan Ilir. Penelitian ini memfokuskan pada kualitas pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada psien pengguna BPJS vyang .dinilai dari fasilitas dan
perlengkapan pada instalasi rawat inap.

Penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis. berikutnya adalah
Maria Renata Dhiu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik
Kesehatan Kemenkes Kupang Program Studi. Farmasi Kupang dengan Judul
“Tingkat Kepuasan Pasien Bpjs Rawat Jalan Terhadap Pelayanan Kefarmasian
Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tentara Wirasakti Kupang.” Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap lima
dimensi kualitas pelayanan- jenis penelitian.yang dilakukan adalah penelitian
unsur ketanggapan (responsivenes), kehandalan (reliability), keyakinan
(assurance), empati (emphaty), dan fasilitas (facillities).

Adapaun yang menjadi pembeda antara penelitian yang peniliti lakukan
terhadap penelitian penelitian sebelumnya dimana objek yang peniliti lakukan
adalah terkait dengan antrian panjang yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kota

Dumai. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli (dokter) dan tingginya pasien
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pengguna jalur BPJS. Sehingga terjadi ketimpangan yang menyebabkan

ketidakpuasaan bagi pasien pengguna BPJS di Rumah Sakit Umum Kota Dumai.

E. Konsep Operasional

onsep operasional

Rﬁ“ .53 ' an, dan agar
istilah yan
2

memilikikelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan
perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga

kesehatan.?®

% http://repository.bsi.ac.id

%% wwww.seputarpengetahuan.com
%7 http://smartplusconsulting.com
%% http://repository.uma.ac.id
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BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan
suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional adalah . dari enye 1inan sosial yang

menggunaka

a. Jenis dan

langsung.
b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu dimana penelitian itu dilakukan atau dilangsungkan
yaitu lokasi penelitian ini adalah di Rumah Sakit Umum Kota Dumai, JI. Tj. Jati

No.4, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Provinsi Riau.

%9 http://merdeka.com

3% http://eprints.polsri.ac.id
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c. Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah total objek yang diteliti oleh peneliti dan yang

karakteristiknya tidak berbeda (sama). Populasi dalam penelitian ini adalah 30

By

®
»,
».
®
S
Q
o
S
=
famg
vy
=

yang mene
50% dari 3
maksimal

lanjut, liat t

“\E\.\‘%\%\a
s |

No " Sampel

1 ) 1

2 1

3 | Pasein Pengguna BPJS R 11
Responden dan Sampel 16 November 2021

Sumber : Data rpoesnden yang mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal
dari RSUD Kota Dumai
d. Data dan Sumber Data.

1. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti

melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung.
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2. Data sekunder adalah data dari buku literatur atau peraturan perundang-

undangan yang digunakan untuk mendukung topik.

e. Alat Pengumpul Data.

mengumpu ‘ enga 3 mengamati ada suatu waktu
tertentu di R

3. Doku

erkaitan dengan

, surat kabar, dll.

BPJS di RSUD Kota Dumai
f. Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder sepenuhnya diambil dan
dikumpulkan akan memproses semua data sepenuhnya dan mengelolanya sesuai
dengan jenisnya berdasarkan masalah utama. Selain itu, data seperti dokumen,

buku, dan teori hokum diperiksa, pendapat para ahli dibandingkan dan diskusi
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diadakan. Penulis kemudia menarik kesimpulan dari apa yang penulis bawa ke
tujuan penelitian.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode vz
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Badan Penyeleng an Jaminan Sosial (BPJS

Undang
pemenuha
rakyat Indonesia aminan hak atas ng an dalam Pasal 28H
terutama pa :
memperole

Jami

nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di

berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang
mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga
perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja, Perlindungan tenaga kerja

yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan

31 https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-62.pdf
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kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan
kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin
dan produktivitas tenaga kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun.1947 Nomor 33 dari
Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951
Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah “Nomor, 33 Tahun 1977 tentang Asuransi
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan sosial
tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program pemerintah yang
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan  kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat. Pemerintah telah menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan
sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT ASKES (Persero) yang
disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial ‘Tenaga Kerja Nomor KEP. 332/PHIJSK-PKKAD/V/2009
Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ASKES (Persero) dan Keputusan
Direksi PT ASKES (Persero) Nomor. 220/KEP/0509 Tentang Peraturan
Perusahaan PT ASKES (Persero).2 Selanjutnya PT Jamsostek (Persero) yang
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun veteran, dan
pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah

memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

29
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dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema
tersebut masih.

DPR RI sebagai lembaga legislatif yang diberikan kewenangan dalam

berhak hi 8 : dan batin. Setiap

orang berha

Dalam rangka alisasik: anat k engan penjaminan

kesehatan s0S aka pada 1ggal 19 OF per 20C : I mengesahkan

sosial yang menyeluruh dan mengembangkan sistem jaminan sosial yang
terintegrasi. Ketentuan Pasal 18 UU SJSN menyebutkan 5 jenis program jaminan

sosial yang wajib diberikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, yaitu

%2 Ardiansah, Silm oktapani, Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat
Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan Undang-undang BPJS, Jurnal IUS Kajian Hukum dan
Keadilan, Vol VIII Nomor 1, April 2020, Hal 164.
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meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan
pensiun dan jaminan kematian

Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara
mengembangkan_Sistem Jaminan_Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berlakunya UU SJSN ini memiliki_beberapa program sistem jaminan sosial
negara Indonesa yang dibentuk, secara‘terpadu dalam satu badan yang ditetapkan
oleh pemerintah. Tujuan’dari pembentukan dan penetapan UU SJSN Tindak lanjut
dari pengesahan undang-undang itu, maka kemudian pemerintah merancang
berbagai Kkebijakan yang bertujuan untuk memberi® perlindungan hak atas
kesehatan untuk semua rakyat Indonesia

Semangat yang lahir untuk merealisasikan penjaminan sosial,
mengantarkan DPR Rl untuk memutakhirkan undang-undang tentang sistem
jaminan sosial nasional dengan mengesahkan undang-undang yang dilandasi
dengan semangat dan upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan warga negara
Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sistem jaminan
sosial bagi kesejahteraan rakyat adalah dengan dibentuknya Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Pembentukan UU BPJS ini sebagai bentuk sistem jaminan sosial nasional yang
merupakan program negara dengan tujuan untuk memberikan kepastian,
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat.

UU BPJS merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan
Pasal 52 UU SJSN (setelah Putusan MK No. 007/PUU-I11/2005). Dalam putusan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Undang-Undang Nomor 40 Terhadap
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Undang-Undan Dasar 1945 dengan putusan yang menyatakan bahwa “Pasal 5
ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

(Lembaran 50, Tambahan

Lembaran nyai kekuatan
menyebabkan

dibentukny ac ara | , ang disebut dengan

hampir seluruh peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sebagai peraturan teknis
dalam memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Hanya satu
peraturan pelaksanaan sebagai amanat dari Pasal 66 UU BPJS yang belum

ditetapkan. Disamping itu, terdapat beberapa undang-undang yang secara

Bnttps://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan007PUUI1112005tgl310
805ttgJamsos.pdf
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substansi memiliki keterkaitan dengan pengaturan jaminan sosial di bidang
kesehatan dan ketenagakerjaan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), UU

dengan U

BPJS adala

berkeadilan. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan
program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU
BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS.

Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan
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sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur Kkinerja kedua BPJS tersebut
secara transparan.*

2. Manfaat Pelayanan Kesahatan

Robert H Brool enyataka 0 0 al, mental

yatakan bahwa

“pelayanan kesehatan a - suatu alat orgar jabarkan mutu

tugas dan perannya ma Q -

Ny e
Menurut R.A Supriono alah kegiatan yang diselenggarakan
organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan

tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas,

dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya

34 https://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268

% https://www.rand.org/blog/2017/02/should-the-definition-of-health-include-a-measure-of.html
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menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.”
Sehingga Adapun pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan;

2) enimbu i pi 3 1.agar segera membeli

3) A angge g/jasa yang

4) 'uk . 0 - ng tidak perlu

5)
n atau kegiatan
yang dapat a : ) pada dasarnya
tidak berwuj

Syarat pokok pertama pelaye kesehatan.yang baik adalah pelayanan kesehatan
tersebut  harus tersedia di (available) serta  bersifat
berkesinambungan (continuous). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan oleh masyrakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaanya dalam

masyrakat adalah ada setiap saat yang dibutuhkan.

2) Dapat diterima dan wajar

% https://repository.uin-suska.ac.id/6573/4/BAB%20111.pdf
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ISJIAIU

nery we[sy sej

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah yang dappat diterima
dengan wajar. Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan

keyakinan dan kepercayaan adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat, serta

terutama dari.s ) nga i jujudkan pelayanan

kesehatan ) Ja Al atan menjadi sangat

Syarat pokok' ke en : : aik adalah yang mudah
dijangkau (e ' c eh : 2 ian erjangkauan  disini

terutama dari s G ' n yang seperti ini harus

Syarat pokok kelima pelayanan kesehatan yang baik adalah yang bermutu
(quality). Pengertian mutu yang dimaksudkan disini adalah menunjuk pada tingkat

kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak
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dapat memuaskan para pemakaian jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara
penyelnggaraanya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan >’

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam
penyelenggaraan kesehatan nasional. Dalam peneyelenggaraan kesehatan nasional
tidak hanya terfokus antara pemerintah dan badan penyelenggara, teteapi juga
terdapat masyarakat di dalam, dalannya: ; Untuk tercapainya  penyelenggaraan
kesehatan nasional yang baik, maka dibutuhkan fasilitas penunjang yang baik
pula, menilik-‘pada Undang-undang no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
sejatintya telah memeberikan definisi tentang fasilitas kesehatan yang menyatakan
bahwa “pelayanan kesehatan adalah tempat yang ‘digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.”

Pembahasan pelayanan kesehatan tidak hanya selalu bersifat promotif dan
preventif tetapi juga bersifat kuratif dan rehabilitatif yang artinya pelayanan
kesehatan tidak hanya menginformasikan kepada masyarakat tentang pola hidup
sehat dan mencegah terjadinya permasalahan kesehatan saja tetapi juga bersifat
penyembuhan dan pengobatan suatu penyakit yang dialami oleh masyarakat.®

3. Hubungan Pemerintah, BPJS, Rumah Sakit dan Masyarakat

%" |ka Widiastuti, Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di
Jawa Barat, Administrasi Publik, 2017, Hal 94.

%8 Hario Megatsari, Agung Dwi Laksono, Ilham Akhsanu Ridho, Mohammad Yoto,
Arsya Nur Azizah, Perspektif Masyarakat Tentang Akses Pelayanan Kesehatan, Buletin Penelitian
Sistem Kesehatan, Oktober 2018, Volume 21 No 4, Hal 248
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Penyelenggaran kesehatan nasional memerlukan keterlibatan semua pihak,
baik dari pemerintah, dan badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Pada
dasarnya keterlibatan dalam mewujudkan kesehatan nasional tidak hanya selalu
terfokuskan pada.pemerintah-atau badan penyelenggara kesehatan nasional saja,
melainkan jika melihat lebih jauh, maka dapat dipahami bahwa terdapat
komponen penting dalam mendukung |berjalanya penyelenggaraan ini, yaitu
rumah sakit.dan masyarakat itu sendiri.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan diarahkan
untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang artinya bagi pengembangan dan
pembinaan sumber daya manusian Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan
pembangunan nasional yang ada hakikatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhanya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.*

Sistem kesehatan di Indonesia saat ini memasuki fase penting dengan
diberlakukannya jaminan kesehatan nasional, kewajiban ini tidak hanya
diberatkan kepada pemerintah sebagai pemeran penting dalam penyelenggara
kepentingan nasional, tetapi pula.organ-organ yang dibentuk oleh pemerintah dan
ditetapkan kewenanganya sebagai organ penunjang (auxiliary state organ). Hal ini
tidak terlepas dari perkembangan pola pengelolaan kelembagaan yang telah
mengalami perubahan guna mewujudkan kepentingan nasional.

Berdasarkan konsep reformasi pelayanan publik, kinerja sistem kesehatan

dapat ditingkatkan dengan melakukan perbuahan pada 4 aspek yaitu organisasi,

% https://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/267.html
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regulasi, pembiayaan dan perilaku, yang dapat terjadi di level makro dan mikro.*°
Pada level makro, kebijakan dan program yang ditargetkan sangat memerlukan

tata kelola yang efektif untuk mempromosikan transparansi pengambilan

naan tenaga

menjelaskan

keputusan S ; ang s ntuk membentuk

suatu strategi/p kata 3 a S aktis mengenal

2) Tingkatan Program
Memutuskan prioritas untuk yankes, program-program kesehatan yang nyata dan
cara yang ditempuh dimana sumber daya harus dialokasikan (operasional

kegiatan)

40 https://manajemen-pelayanankesehatan.net/2017/06/penguatan-sistem-kesehatan-
melalui-pendekatan-pragmatis/
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3) Tingkatan Organisasi
Menunjuk pada cara yang ditempuh agar sumber daya dapat digunakan secara

produktif dan menyediakan pelayanan yang bermutu tinggi

pelaksanaa

komponen

korelasi antars inta n penyelnggara, ruma an masyrakat itu

dalam bidang kesehatan.

I.  Hubungan Antara Pemerintah Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Sebagai badan hukum publik, kinerja BPJS Kesehatan sangat penting

dalam menuju universal Health Coverage seluruh rakyat Indonesia. Sesuai Visi

BPJS kesehatan tahun 2021 yaitu “Terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional

1 http://eprints.undip.ac.id/6253/1/kebijakan_kesehatan_dimensi_makro_- ayun_sriatmi.pdf
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Semesta yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk
Indonesia”. Dalam upaya mendukung pencapaian Visi ini ditetapkan lima Misi

BPJS kesehatan tahun 2016-2021, yaitu : Meningkatkan kualitas layanan yang

berkeadilan, en seluruh  penduduk

at kebijakan
tata kelola
organisasi
Pe , h atas pe ! " stem dikatakan
M r=4
efektif apabila apat p 2 kses ;Ii' esehatan oleh

masyarakat. Sela . Sej fak , iver penguatan

sistem kese

sumber daya dan ketersediaan dalam jumlah yang memadai;
c. Informasi kesehatan: memastikan produksi, analisis, penyebaran, dan
penggunaan informasi yang handal dan tepat waktu pada faktor-faktor
penentu (determinan) kesehatan, kinerja sistem kesehatan, dan status

kesehatan;
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d. Teknologi medis: termasuk produk medis, vaksin dan teknologi lain
dengan kualitas terjamin, keamanan, kemanjuran (efikasi), efektivitas

biaya, dan penggunaannya yang ilmiah dan hemat biaya;

memadai untuk

erja kebijakan

S 2 A

24N AEN

-
D
)
=
&
3
QD
>
o
D
o
QD

[{e]
2

yang efektif,

f dan perhatian

terkait dengan
Isat  maupun di

bentuk upaya

dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian.
Secara yuridis, hubungan antara BPJS dan pemerintah diatur di dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata

42 http://fik.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/4.-BERPIKIR-SISTEM-UNTUK-
PENGUATAN-SISTEM-KESEHATAN.pdf
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Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 2
dalam UU ini menjelaskan bahwa “BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas

penyelenggaraan program Jaminan Sosial bekerjasama dengan lembaga

pemerintah. Le d. pada ayat meliputi

‘ ‘Qh&“‘ .o a‘ Pemerintah

b. lembag
c. lembaga

d. sekretaria

yang termaktub dalam Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini setidaknya menjelaskan secara
singkat tujuan dari pembentukan BPJS sebagai badan penyelenggara kesehatan

yang bersifat nasional. *

*3 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013

* hitps://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2024%20Tahun%202011
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Secara konseptual, peran pemerintah dalam kesehatan saat ini dengan
membentuk suatu badan penyelenggara didasari pada nilai-nilai: persamaan,
perlindungan atas mereka yang lemah, kebebasan sebagai otonomi, tak ada hak
tanpa tanggung jawab, tak ada.otoritas tanpa.demokrasi, pluralisme kosmopolitan
dan konservatisme filosofis. Oleh karena itu, pemerintah memang harus tegas
memutuskan pelayanan kesehatan sebagai pelayanan sosial.

Menurut WHO “Governments have a responsibility for the health of their
people which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social
measures”. *® Jika mengarah pada unsur-unsur tersebut, maka diperlukan suatu
sistem yang tepat dengan prioritas jelas untuk melindungi orang miskin (sebagai
pihak yang lemah yang harus tetap dijaga). Untuk berbagai pelayanan kesehatan,
termasuk JPKM, dapat dilaksanakan oleh lembaga swasta dengan sistem
pengendalian mutu yang baik. Pemerintah diharapkan pula tetap menjamin
terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat yang berciri public goods.

Pelayanan rumah sakit mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tersendiri.
Karakteristik ini diakibatkan oleh karena rumah sakit merupakan suatu organisasi
yang sangat kompleks. Kompleksitas maupun karakteristik pelayanan rumah sakit
perlu diketahui dan dipahami oleh setiap orang yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan rumah sakit. “°

Secara umum rumah sakit didefinisikan sebagai sebuah fasilitas kesehatan,

sebagai suatu entitas yang terdiri dari fasilitas fisik dan fungsi pelayanan, yang

% https://applications.emro.who.int/docs/em rc53 tech.disc.1 en.pdf

“8 hitp://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/Naskah_Akademik RUU_ Rumah_Sakit.pdf
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didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia (tenaga dan lainnya) secara efektif dan
efisien.

Sistem Kesehatan Nasional rumah sakit-dijabarkan sebagai institusi (suatu
kesatuan- fungsi 'yang di dalam UUDA45 disebut fasilitas kesehatan) yang
memberikan pelayanan medis_sekunder jatau,rujukan, baik yang sifatnya relatif
sederhana yaitu perawatan maupun pelayanan medis yang kompleks atau sering
disebut pelayanan tersier seperti bedah jantung dan bedah otak. Perbedaan rumah
sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, biasanya pada jam pelayanan
dimana rumah sakit umumnya berfokus pada pelayananan rawat inap dan
karenanya menyediakan pelayanan selama 24 jam. Namun. demikian, untuk
menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di sekitarnya, rumah sakit
dapat juga menyediakan pelayanan rawat jalan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Pasal 4 yang berbunyi: (1)
“Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja
sama dengan BPJS Kesehatan. (2) Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian
kerjasama. (3) Perjanjian kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan
dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang
dengan BPJS Kesehatan. (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang

kembali atas kesepakatan bersama.” Rumah sakit baik swasta maupun pemerintah
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yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) ialah “fasilitas kesehatan

yang telah memenuhi persyaratan”.

possible.” dan ki me ‘ ance of our
health system.is ' f 7 { ally based decision
makin to p

Berdasark an diatas dapa aha ahwa kesehatan

likely to play a major role in achieving better quality and value in health care and
in the success or failure of lasting healthcare reform.

Tanggung jawab  pemerintah ~ dalam  pelayanan  kesehatan,
secara gamblang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yakni merencanakan,

47 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005944
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mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Lebih detailnya, dalam konteks pelayanan kesehatan sebagai public

a. fisik

:E hatan yang
-
-
Z
- b. | dan merata
B
E‘ 5 esehatan yang
2 =
= 2
= N

= C. fasilitas
B »
g 5 elihara derajat
5 =
- >
& -
@ = d. t dalam segala
@ 2
—
B =

F
E i e yang bermutu, aman,
ﬂi
= f. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan

sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan sistem
jaminan sosial yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.®®

48 Weppy Susetiyo, Anik Iftitah, Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan
Kesehatan Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja, Jurnal Supremasi, 2021, Vol 11 No 2, Hal. 94
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Mulyadi menjelaskan hakikat dasar dari Rumah Sakit adalah pemenuhan
kebutuhan dan tuntutan pasien yang mengharapkan penyelesaian masalah

kesehatannya pada rumah sakit yang hadir sebagai bentuk pelayanan publik dalam

2laskan bahwa
dalam up ) ') erna ana semua pihak
yang terlibat dalam pe elayanan publik diintegra perdasarkan nilai

legalitas, efisie 2 3. 3 ela aransi, keterlibatan,

berikut:

1. Melayani masyarakat bukan pelanggan
2. Mengutamakan kepentingan publik
3. Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan

4. Berfikir strategis dan bertindak demokratis

49 http://scholar.unand.ac.id/14980/2/BAB%201.pdf
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5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah

6. Melayani daripada mengendalikan, dan

7. Menghargai orang, bukannya produktivitas semata

mengutamakan an da G An.secara serasi dan

terpadu denge lan pence s paya rujukan.

Me : ‘;: .44 , : mah sakit, fungsi

2. elalui pelayanan
a sesuai  kebutuhan
3 sumber daya manusia dalam

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatn.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahan bidang kesehatan

50 Rizky Agustian Listiyono, Studi Deskriptif Tentang Kuaitas Pelayanan di Rumah Sakit

Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit Tipe B, Volume
1, Nomor 1, Februari 2015, hal. 5
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Dalam upaya menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit memiliki

peran yang sanngat besar dalam menyelenggarakan kegiatan :

a. Pelayanan medis;

misalnya governing board ikut mengontrol pelayanan Rumah Sakitnya.>*

B. Pelayanan Kesehatan

Pemahaman terhadap kewajiban inti minimum dalam pemenuhan hak atas

kesehatan sering disalahartikan sebagai sebuah tujuan akhir atau target oleh

5! https://rspkriopanting.bangkaselatankab.go.id/profile/detail/179-definisi-tugas-dan-fungsi
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Pemerintah Indonesia, padahal kewajiban inti minimum merupakan langkah

pertama dalam perwujudan hak atas standar kesehatan yang dapat dicapai. Selain

itu, pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan belum menjadi prioritas.

52 Wan Aisyiah Baros, Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Indonesiaanalisa

Data Susenas — Modul Kesehatan Dan Perumahantriwulan Iv Tahun 2013, Jurnal Kebijakan
Kesehatan Indonesia, Vol. 04, No. 2 Juni 2015, hal. 73

53 https://www.health.state.mn.us/communities/practice/resources/chsadmin/mnsystem-

responsibility.html
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Public health is one of the greatest things in which a government can

invest. Early prevention, which is relatively inexpensive, can prevent dire

and expensive health care problems later in life

dung kesahatan

dilakukan menu , e a No 36 Tahun 2009

1945.

Jaminan kesehatan diperlukan oleh seluruh masyarakat, baik di pedesaan
maupun perkotaan. Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat sangat
diperlukan. Oleh karena itu, SDM pelaksana pelayanan kesehatannya harus

tersedia dan terdistribusi ke seluruh masyarakat.
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Adapun pengertian pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus

apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan Menurut Moenir pelayanan adalah

faktor me ‘ angka usaha

dan mengemban : penyakit dan juga

mengobati

peKidjo Notoatmojo,

kesehatan yang

Tujuan penelitian ini adalah dalam kamus umum Bahasa Indonesia pelayanan
adalah menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain. Menurut

Notoatmojo pelayanan kesehatan adalah sebuah sub system pelayanan kesehatan

o http://repository.uin-suska.ac.id/12423/7/7.%20BAB%2011 2018161ADN.pdf diakses
pada tanggal 23/03/2023 jam 21.20

% https://pakdosen.co.id/pelayanan-kesehatan/ diakses pada tanggal 25/03/2022 jam 21.51

53


http://repository.uin-suska.ac.id/12423/7/7.%20BAB%20II_2018161ADN.pdf
https://pakdosen.co.id/pelayanan-kesehatan/

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif dan promotif dengan sasaran

masyarakat.”®

Menurut Batinggi, pelayanan diadakan dengan tujuan mencapai sebuah

empat ele edu metode 2.

esehatan, ada
beberapa penje /e latan : pat disebut sebagai

suatu pelayana arus ber atan pokok. Syarat

pada setiap dibutuhkan.

% Santoso Budi Rohayu , Endang Jayanti Rumayomi, Hubungan Pelayanan Kesehatan

Terhadap Persepsi Lansia Mengenai Posyandu Lansia, Jurnal Keperawatan Muhammadiyah
Bengkulu, Volume 08, Nomor 02, Oktober 2020, hal. 95

5" http://repository.um-surabaya.ac.id/4263/3/BAB_2.pdf

%8 Azwar, Pengantar Administrasi Kesehatan, Ed 3, (Jakarta : Binarupa Aksara,1996). Hal.16

54


http://repository.um-surabaya.ac.id/4263/3/BAB_2.pdf

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Dapat diterima dan wajar (acceptable and appropriate) Pelayanan
kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan

kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan

ditetapkan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu komponen dalam sistem
kesehatan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam
Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang kesehatan, dijelaskan bahwa definisi
dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif
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maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

masyarakat. *°

sendiri  (solo ~ ara k ..dalam satu organisasi

kesehatan, serta sasarannya te a - un perseorangan dan keluarga.
Sedangkan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan
kesehatan masyarakat (publik health service) ditandai dengan cara
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi.

Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah

5 Hario Megatsari, Agung Dwi Laksono, Ilham Akhsanu Ridlo, Mohammad Yoto, Arsya

Nur Azizah, Perspektif Masyarakat Tentang Akses Pelayanan Kesehatan, Buletin Penelitian
Sistem Kesehatan — Vol. 21 No. 4 Oktober 2018, hal. 247-248
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penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat. Upaya

pemeliharaan kesehatan diarahkan pada. © :

60 https://eprints.uny.ac.id/18662/4/4.%20Bab%2011.pdf diakses pada tanggal 23/03/2023
pada jam 21.15

ol Hetmi Wowor, Daud M. Liando, Joyce Rares, Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas) Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal limu Sosial &
Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi XX ( Januari- Februari 2016) Volume 3 hal.
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untuk memajukan kesejahteraan manusia melebihi apa yang dapat dicapai melalui

pendekatan kesehatan dengan mendasarkan pada tinjauan hak asasi manusia®

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan

dan dilind negara p orang demi
kehormatan serta perli n harkat - a. Dalam konteks
asasi, kese : ‘hak  setiap ¢ gara yang wajib

menghorm

dalam berbagai peraturan perunda dangan. Undang-undang Dasar Negara

Kesatuan Rl Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa®

62 Jonathan Mann and others, “Health and Human Rights” (1994) Vol.1-1 Health and

Human Rights Journal 7
63 Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga
Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial, ” Mimbar Keadilan (2015).

8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
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“setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lahirnya hak untuk

memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak

sehat itu sendiri.

S
@%%%sal

wb‘ ] ) ! -
aksud ¢ ‘Artinya, pelayanan

pelayanan
dengan m
kesehatan
dibayangk

preventif, : ilitatif ak hanya berk gan pelayanan

Tahun 1992 Tentang Kesehatar ggap belum mengakomodir kemajuan
teknologi dan informasi di bidang kesehatan sehingga perlu diganti dengan
undang-undang yang baru (UU No. 36 Tahun 2009). UU baru ini dalam

menimbang huruf e menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

6 Fheriyal Sri Isriawaty, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan

Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal
llmu HukumLegal OpinionEdisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hal 2.
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tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan

kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan

Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

mewujud ’ esehatan yang s nya. erarti bahwa,
siapapun 3 Ju akses pelayanan

kesehatan kK ya ujudnye at an kesehatan yang

Membiayai pelayanan orang miskin dan usia lanjut
Disamping itu pula, upaya upaya pelayanan kesehatan haruslah
dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  nondiskriminatif,  partisipatif,

perlindungan dan berkelanjutan. Lebih lanjut upaya tersebut dilakukan

66 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH, Aspek Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan

Kesehatan Dan Kedokteran, https://fh.umj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-
kesehatan-dan-kedokteran/, diakses pada tanggal 23/03/2022 pada jam 22:17
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secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk
pihak swasta .

Sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit,
maka dalam kerangka perjanjian_yang dilakukan melalui persetujuan pelayanan
medis, terdapat 3 (tiga aspek) hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara
pasien dengan tenaga kesehatan;Thubungan hukum antara tenaga kesehatan
dengan rumah sakit yang dilakukan melalui kontra Kerja, dan hubungan hukum
antara pasien dengan rumah sakit. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, maka
akibat hukum yang timbul dalam perjanjian pelayanan kesehatan yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan di rumah sakit terhadap pasiennya, tidak bisa semata-mata
dibebankan kepada tenaga kesehatan, mengingat ada hubungan kontraktual antara
tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai kontrak kerja/ perburuhan. Dalam
kaitan itu berdasarkan UU. Rumah Sakit, pihak RS bertanggungjawab atas

tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit.®’

Rumah sakit" sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kesehatan
mempunyai hubungan dengan berbagai pihak, yaitu berhubungan dengan pasien
sebagai penerima pelayanan “kesehatan, dan rumah sakit juga mempunyai
hubungan dengan dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Hubungan
antara rumah sakit dengan pasien sejak awal mempunyai perkembangan, yang

pada awalnya rumah sakit dipercaya sebagai lembaga yang memiliki tenaga medis

o7 Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum., Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam

Pelayanan Kesehatan, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta Pusat, hal. 147
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yang mampu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien, dalam

perkembangan selanjutnya hubungan tersebut menjadi hubungan kontraktual.

dapat diminta menyele a perhitungan-perhitungan atau

pertanggungjawaban berhubung dengan uang atau benda yang ada di
bawah kekuasaannya.®®
Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

68 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutagien Nuansa & Nusa Media,

Bandung, 2006, HIm. 140
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nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat
penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

«a‘-’ ai  kumpulan
peraturan & dari  hal
lainnya. memberikan
perlindunga

tidak terpe

o

' hz

d

Vel

é’_ mengakibatkan
o
g
g

6 Phlipus M Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. 1987. Surabaya: Bina

IImu. Hal. 25
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BAB IlI
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Rumah Sakit Menangani Masyarakat Bagi

dan bijaksana. Walz ) ] 3 ”- (WTO) pada

tahun 201

Indonesia, sepakat tahun
2008 akan bekerja dalam
bidang keseha bertolak untuk

kepentingan
jasa pelayanan
baik dalam be i aupun ang pada prinsipnya

merupakan tuga arus dilaksanakan dan

publik aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat,

masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah,

0 Solichah Supartiningsih, Kualitas Pelayanan Kepuasan Pasien Rumah Sakit: Kasus Pada

Pasien Rawat Jalan, Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit. Hal. 9
e Dr. Erwan Agus Purwanto, Dra. Damayani tyastianti, M.Q.M Dr. Andi Taufig, M.Si

Widhi Novianto, S.Sos, M.Si, Modul Pelatihan Dasar Calon Pns Pelayanan Publik,
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karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak,
retribusi dan pungutan lainnya.

Lech & Davis (1993) memisahkannya dalam tiga fungsi jenis pelayanan, yaitu:

K merespon
melindungi

dungan oleh

merupakan pelayana diberi "_' an kebutuhan

infrastruktu elayal ayanan transportasi,

alam masyarakat, berupa
pelayanan sosial, okal, pendidikan, kesehatan,
perumahan dan pertamanan’?

Menurut ISO, definisi dari kualitas pelayanan adalah : "The totality of

features and characteristics of a product or service that bear on its ability to

satisfy stated or implied needs". Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa

S Arini Permatasari, Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Bekualitas, Jurnal Administrasi

Publik, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, Hal 51
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tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan dan atau seseuai dengan

keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai ini diperlukan

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. "
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73 hitps://www.fao.org/3/\W7295E/w7295e03.htm

“ Nopiani, Cahyo Sasmito, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga

Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, Jurnal llmu Manajemen dan Akuntansi, Volume 7,
Nomor 1, Tahun 2019, hal. 2

» Rizky Agustian Listiyono, Studi Deskriptif Tentang Kuaitas Pelayanan di Rumah Sakit

Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit Tipe B,
Kebijakan dan Manajemen Publik, VVolume 1, Nomor 1, Januari 2014, Hal 3
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sehingga setiap pasien akan mendapatkan kualitas pelayanan yang efesien dan
efektif untuk peningkatan kesehatan. ®

Kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

an, perawat)
& sarana
dokter).”’

Ter

NeNNEN:

Kesehatan

2,
o
)
S
)
c
3
)
=

Sakit Dan N asien dalam pasal ' tkan bahwa ‘“Rumah
Sakit adala Si sehat yelenggarakan pelayanan
kesehatan perora S 3. 0a a ya s iak ayanan rawat inap,

rawat jalan, )i ain it ga diberikan dan

kesehatan dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks memiliki dampak

e AL Anfal, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Rumah Sakit Terhadap Tingkat

Kepuasan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Sundari Medan Tahun 2018, Excellent
Midwifery Journal, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020, Hal. 1

" Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
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hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kesehatan, petugas yang
bekerja di rumah sakit, dan masyarakat sekitar.”’®

Setiap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit berpengaruh pada

yang op D i ' ikasi akibat

tindakan s kesehats 3 an pasien dan

keluargan : : ) serta terekam

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7) Pelayanan Radiologi;
8) Pelayanan Laboratarium Patologi Klinik;

9) Pelayanan Rehabilitas Medik;

8 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN

° Ratna Purwaningrum, Analisis Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Di Rumah

Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung Tahun 2018, Jurnal lImu Kedokteran Dan
Kesehatan, Volume 7, Nomor 1, Januari 2020, Hal. 358

68



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

10) Pelayanan Farmasi;
11) Pelayanan Gizi;

12) Pelayanan Keluarga Miskin;

oleh  rumah
sakit merupakan ale i | i pemenuhan

kebutuhan serts an pasie 3 j kesehatan di

pula pada peningka g harus diberikan kepada
pasien. &
Kinerja dari pelayanan kesehatan yang diterima dengan harapannya kualitas mutu

pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien tidak dapat dipisahkan karena

80 Soleh Iskandar, Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di

Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor
2, 2016, Hal. 779

81 Ariella Pasalli, Arny Arsy Patattan, Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan

Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Fatima Makale di Era New Normal, Jurnal Keperawatan
Florence Nightingale (JKFN), Vol. 4, No. 1, Juni 2021. Hal. 17
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saling berhubungan dan mempengaruhi. Kepuasan pasien tergantung pada
kualitas mutu pelayanan yang diberikan di RS, Kualitas mutu pelayanan akan

memberikan suatu dorongan kepada pasien untuk dapat mempercayai suatu

pelayanan yang ' gan yang kuat antara
i ‘\\\\\\‘ )
.‘f engan tema
"

“Developing a E 4 471" el Gurria menyatakab

bahwa:

“Improving quality health
care is a cal and social
imperative able long-term
developmen ' - proves people’s
wellbeing. Healtk s i students learn

hanya pada kesehatan warga negara itu sendiri, maupun juga berdampak pada
perkembangan sosial masyarakat dan perkembangan ekonomi. Sehingga telah
jelas bahwa peran ini dimainkan tidak hanya oleh Pemerintah tetapi juga lembaga

yang maupun badan penunjang dalam pelaksanaan rumah sakit.

82 hitps://www.oecd.org/health/developingahealthcaresystembenefitingall.ntm
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1. Kewajiban Rumah Sakit Dalam Pelayanan Pasien BPJS di Rumah Sakit
Umum Kota Dumai

Jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan

kepentingan peserta, sehi falam pemen : elayanan publik
bagi kesehatan-nasiona ka p intah r e adan Penyelenggara
Jaminan Sosial yang se i - an hukum yang

dibentuk un

kewajiban untuk turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Untuk
mengatasi hal itu pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UU No. 40 Tahun

2004 yang pada intinya mempertegas bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh

8 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
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penduduk termasuk jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui suatu badan
penyelenggara jaminan sosial (BPJS).®

BPJS dalam menjalankan fungsinya sebagai badan penyelenggara

untuk me

dan efektif

AN

’
-

-
o
%4

sebagaimana disusun dan dite

standar pelayanan masing-masing Tenaga Kesehatan, standar prosedur
operasional, kode etik profesi dan kode etik Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan
yang antidiskriminasi diwujudkan dengan tidak membedakan pelayanan kepada

Pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik menurut ras, agama, suku,

8 Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Besar 2015-2018, Penataan Sistem Pelayanan

Kesehatan Primer
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gender, kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus (difable), latar

belakang sosial politik dan antar golongan.®

Rumah Sakit dalam menjalankan kewajibannya untuk menyelenggarakan

informasi, dan

kewajiban dalam memenuhi hak-hg sien terutama pengguna BPJS, hal ini
ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
yang menyebutkan bahwa setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan

kesehatan yang meliputi:

& Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
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a. pelayanan kesehatan pertama, yaitu Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);

b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu Rawat Jalan Tingkat

C.
d.

e an_Ke pret ertentu antar

f tidak tersedia

erta (pengguna

BPJS) dale en : ] rsifat  menyeluruh

(komprehen : : Kel: : : i an. Pada dasarnya

Manfaat JKN is, yali : an.manfaat non-medis.

Manfaat medis ehensif (promotif,

preventif, kuratif da edis yang tidak terikat

dengan besaran iuran yan on-medis meliputi akomodasi

dan ambulan. Manfaat akomodasi u layanan rawat inap sesuai hak kelas

perawatan peserta.®’

8 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0455038740193d957326594ea0d87b5e. pdf

87 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
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Pemberian pelayanan medis terhadap pasien, antara tenaga medis dengan
pasien timbul suatu hubungan hukum yang diakibatkan oleh pengikatan diri kedua

pihak dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian

hukum

umumnya
Dalam p ' upaya/terapi
untuk men k adalah perjanjian

Sedangka : : ' - Rumah Sakit,

Pasien adalah setia 3 alah kesehatannya

untuk memperole n ke ang di alk secara langsung

untuk memperoleh pelayanan kese yang ditentukan baik secara langsung

maupun tidak secara langsung kepada dokter atau dokter gigi

Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit antara lain sebagai

berikut:

8 Nanda Dwi Haryanto, Arief Suryono, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian

Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik, Jurnal
Privat Law Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019, Hal. 247
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1) Perjanjian perawatan, yaitu kesepakatan antara rumah sakit dan pasien
bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya
tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan.

2) Perjanjian.pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara rumah sakit dengan
pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara
maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.*

Melihat pengertian pasien dan rumah sakit dalam perspektif etika dan
hukum kesehatan, dijelaskan bahwa kedua belah pihak, baik masyarakat atau
pasien dan petugas kesehatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan
saling diakui serta dihormati. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa hak-hak® masyarakat atau pasien harus dihargai oleh setiap petugas
kesehatan, dan sebaliknya hak-hak petugas kesehatan juga harus diakui dan
dihargai oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan, dengan demikian petugas
kesehatan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap kepentingan
dan pemenuhan kebutuhan pasien atau masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan
yang dijalankan oleh'Rumah Sakit dan subjek di dalamnya, maka masyarakat atau
pasien dituntut pula untuk menjalankan kewajibannya terhadap petugas kesehatan

yang melayaninya.”

Adapun kewajiban pasien kepada petugas kesehatan yaitu:

8 Sahara, Tanggung Jawab Pihak Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap

Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan (Studi Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal), Skripsi, 2018,Hal 28-29.

% Muniroh Hanafiah, Dey Ravena Chepi A. Firman, Pertanggungjawaban Hukum Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ditinjau Dari Unsur Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada
Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, AKTUALITA, Vol.2 No.1 (Juni) 2019 hal. 201
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1. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatanny;

3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit

pelayanan Rumah Sakit;

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan

kemampuan pelayanannya;

o https://sanglahhospitalbali.com/home/1900/01/01/perlunya-mengetahui-hak-dan-

kewajiban-pasien-dokter-dan-rumah-sakit-menjelang-berlakunya-undang-undang-keterbukaan-
informasi-publik/

92

YogieYogaswara, Hak Jawab Rumah Sakit Dan Kewajiban Menyimpan Rahasia
Kedokteran Oalam Sengketa Medik, KISI HUKUM, Volume 13, "lanuari -Juni 2010, Hal. 92
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d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana,

sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

f. : ‘u*‘- an fasilitas
i vﬁ’ darurat tanpa

kejadian luar

k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan

etika serta peraturan perundang-undangan;

I.  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan

kewajiban pasien;

m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
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n. melaksanakan etika Rumah Sakit;

o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;

S. petugas Rumah

t. kawasan tanpa
atan kepada pasien

sangat dipengaruhi ole pelayanan yang diberikan,

siapa yang memberikan pelayana men (pasien) yang menerima dan
menilai pelayanan yang diterimanya. Jika Rumah sakit mampu menyelenggarakan
pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diberikan oleh tenaga-tenaga
kesehatan yang profesional yang bekerja sesuai dengan standar-standar pelayanan

rumah sakit dan pasien sebagai penerima manfaat pelayanan kesehatan merasa

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
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puas sesuai dengan keinginan dan harapannya, maka dapat dikatakan bahwa

pelayanan kesehatan tersebut telah bermutu®

Proses pelayanan dalam rumah sakit dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-

masyaraka
meningkatk

hukum kepe

“The main function of a hospital i de the population with complete health

care. A hospital is generally a vital part of a social and medical organization.

o4 Ampera, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, VVol. 20 No. 2 November 2018, Hal 59.

% http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5644/5305

% hitps://www.brainkart.com/article/Functions-of-hospitals_23491/
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B. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Rumah Sakit Dalam Penjaminan

Bagi Pengguna BPJS di Rumah Sakit Umum Kota Dumai

yang melanda . asi penyelenggaraa al adalah sebagai

@' a sebagaimana
v

asal 28 H ayat (3) dan

bermanfaat. (UUD Negara Rl Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3)).

3. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas
kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia (UU No. 40 Tahun
2004 Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2). UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 2
menentukan  “"Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan

berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi
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seluruh rakyat Indonesia.” Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004

mengatur bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan

terhadap martabat manusia.

‘bertujuan  untuk

gan kebutuhan

o
fup,
a
o
| de

)
ﬁ pat hidup layak,

UUD bahwa pemerintah dalam me an fungsinya untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

%7 hitps://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/1 Hal. 1

% Raina Dwi Miswara, Samodra Wibawa, Kualitas pelayanan Pasien B.P.J.S Di Rumah

Sakit, hal. 13.
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ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

|.99

sosia

Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang
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2004 Pasal 4) Kegotong-royongan,

1) Nirlaba,

2) Keterbukaan,

% https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

100 MP Simbolon, Tuntutan Hukum Keluarga Suparman Terhadap Rumah Sakit Dadt Karena

Penelantaran Dan Dibuangnya Korban Selaku Pasien Yang Mengakibatkan Kematian, Hal. 1-2
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3) Kehati-hatian,

4) Akuntabilitas,

5) Portabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

tahun 2018 disebutkan bahwa Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat. Tugas rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan adalah

101 Yndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
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memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan bertanggung jawab terhadap
masyarakat terutama di wilayah cakupannya.'®

Rumah Sakit dalam melaksanaan pelayanan kesehatan, memiliki beberapa
kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2018 yakni memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti
diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan, kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit, dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
bermutu dengan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai. dengan standar
pelayanan Rumah Sakit sebagai bagian dari tata kelola klinis yang baik.*”

Kualitas pelayanan dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada
persepsi pelanggan. Dalam pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan menempatkan
pasien sebagal pihak yang mengkonsumsi dan menikmati jasa pelayanan
kesehatan termasuk yang paling menentukan kualitas jasa:" Dengan penilaian
kualitas maka mendorong pasien untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat
dengan pemberi layanan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah
berdasarkan sudut “pandang atau pesepsi pihak penyedia jasa, melainkan
berdasarkan sudut pandang atau ‘persepsi pelanggan. Pelangganlah yang

mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan sehingga merekalah yang

seharusnya menentukan kualitas jasa.

102 Novagita Tangdilambi, Adam Badwi, Andi Alim, Hubungan Kualitas Pelayanan

Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan RSUD Makassar, Jurnal Manajemen Kesehatan
Yayasan RS. Dr. Soetomo Vol.5 No.2 Oktober 2019, hal. 166

103 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
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Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin
ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan

a lima faktor

inan tersebut

4. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai

dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten.
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5. Kepastian (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah

dikemukakan kepada konsumen.'%*

pada harapan

memuaskan pelanggan
3. Hal ini terjadi apabila pelayanan terhadap pelanggan baik dan memuaskan

pelanggannya. Ini kepuasan pelanggan optimal, bila diperhatikan apa yang

104 Rahmad Dani Syahputral , Sampurno Wibowo, Analisis Kualitas Pelayanan Dan Nilai

Pelanggan Berbasis Digital Pada Media Sosial Facebook Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi
Pada Produk Indihome Di Plaza Telkom Lembong Kota Bandung Tahun 2019), VVol.5, No.3
Desember 2019, Hal, 1842-1843
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jadi keinginan / harapan pelanggan dan berusaha melebihi suatu harapan
para pelanggannya.’®

Kualitas yang dianggap sebagai kunci dalam diferensiasi dan

keunggulan ar yaka @ k j sehingga

Kualitas

kesehatan masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibentuk oleh

pemerintah ini ternyata masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya.

105 Ade Syarif Maulana, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan

Pelanggan Pt. Toi, Jurnal Ekonomi VVolume 7 Nomor 2, November 2016, Hal, 115

106 Ririn Wahyuningtyastutik, Analisis Kualitas Pelayanan Peserta Bpjs Kesehatandan

Hubungannya Dengan Kepuasan Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten
Situbondo, JMM Online Vol. 4 No.100ktober (2020), Hal. 1489-1490.
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Mulai dari masalah yang terkait regulasi, pembiayaan, profesionalisme dokter dan
mutu pelayanan pasien. %’

Tujuan pemberian jaminan kesehatan oleh pemerintah pada umumnya

melayani pasie

atas ketidak

telah terjadi berbagai permasalahan antara pasien dengan petugas pelayanan
diantaranya pelayanan yang kurang ramah dan adanya pembedaan pelayanan

antara pasien BPJS dengan pasien umum. Sehingga dari permasalahan ini

o7 https://indohcf.com/entry/peran-manajemen-rumah-sakit-dan-bpjs-dalam-percepatan-

verifikasi

108 Filu Marwati Santoso Putri, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan BPJS Dalam Perspektif

Sistem Jaminan Sosial Nasional,
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sejatinya telah menggerus tujuan penjaminan hak konstitusional dalam UUD 1945
dan tujuan dari visi dan misi Rumah Sakit itu sendiri, terutama ketika

kewajibannya telah diamanatkan pula dalam peraturan perundang-undangan

terkait penilaiar : adinya kese ar dan pelaksanaan
lapangannya, maka penulis me "" nbil d oner yang diberikan
pada pasien pe

Parti
peserta BPJS atka ayana d diambil dari Rumah

Sakit Umum

PENILAIAN

112 |3 )| 4

A | Tangibles Atau Nyata

1. | Loket Pendaftaran Dalam Keadaan Bersih dan Rapih 0| 2|54

2. | Ruang Tunggu Dalam Keadaan Bersih dan Nyaman 113 |3 )| 4

109 Mikho Ardinata, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, hal. 325
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Ruang Pemeriksaan Dokter Dalam Keadaan Bersih dan
3. 1137
Rapih
4. | Jumlah Tempat Duduk Diruang Tunggu Mencukupi 71110
5. 4 11
B
1. 4|6
2. 5|2
3. 4 12
C
1. 2|0
2. 6| 3
Dengan Seksama
Petugas Kesehatan Tanggap Dalam Membantu Pasien
3. 10/ 0| 1
Yang Datang
TOTAL 471 37|30

Tabel 1.2 Kuesioner
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Hasil penelitian dan pembahasan memuat tentang deskiripsi pelaksanaan
program BPJS pada wilayah kerja Rumah Sakit Umum Kota Dumai.

Implementasi Program BPJS yang dinilai dari faktor — faktor yang berpengaruh

li mengeluhkan
duduk di lantai

dokter, hal ini

QQ etidakpuasaan terjadi karena
pasien merasa terabaikan, ‘ - — adang pasien yang mengantri
dalam keadaan sakit dan harus menunggu dan berebut kursi yang terbatas dengan
pasien lainnya. Adanya ketidakpuasan terkait pelayanan dalam hal fasilitas rumah
sakit menyebabkan angka ketidakpuasan ini diangka yang cukup tinggi, hal ini
karena adanya anggapan oleh pasien terkait dengan “pengabaian” yang dilakukan

oleh Rumah Sakit.
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b. Reatibillity Atau Keandalan
Permasalahan yang hadir berikutnya terjadi pada keandalan, yaitu penilaian

terkait dengan pemberian pelayanan (attitudinal) oleh pegawai rumah sakit. Pada

yang timbul
ggan. Hal ini
dapat dirasa gas pelayanan

terhadap pe

Ketidak

SN AT NV

= o

menimbulkan

Sehingga dari

2
=
QD
=
=~
@
gl
D
o
D
gl
o
@
S

sebuah pengalaman berupa umpan balik yang dapat berdampak negatif dari dan
memberikan efek yang berbahaya terhadap penilaian RSUD dan karyawan bagian

frontline.

"9 Fachri Eka Saputra dan Muhammad Najib Murti, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi

Kegagalan Jasa Di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu Dan Dampaknya Pada Perilaku Komplain
Pasien, hal. 73 https://ejournal.unib.ac.id
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c. Ketanggapan
Aspek-aspek ketanggapan dalam melayani pasien memerlukan respon

cepat setiap pasien yang ingin mendaptkan pelayanan, petugas melakukan

pelayanan dengan at ¢ epa ayanan dengan cermat
dan efisie

dan pel

\%‘é

chatan rumah

sakit mela an oleh rumah
sakit kepad:
a) Bag
b) Petu

Angka keti

'\'@1\3@\‘5‘&\‘

\?‘E‘

berada pada
mencapai ang

penulis, ketidakpua

i
‘-
%
@
3
=
&
@
=
=
)
&
S

>
QD
=
QD
(2]
QD
—
[
—r
QD
Y
o
-
o
D
>
«Q
QD
>

yang tidak bisa dile
faktor lainnya tentang pembe

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa angka ketidakpuasan
terkait dengan pelayanan rumah sakit terhadap pengguna jasa BPJS menempatkan
angka tertinggi yakni di angka Tidak Puas dengan pelayanan Rumah Sakit Umum
Kota Dumai dalam pemberian pelayanan kepada pasien pengguna BPJS. Untuk
mempermudah pemahaman dalam menentukan angka kepuasan pasien pengguna

BPJS di Rumah Sakit Umum Kota Dumai.
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Keterangan p

Sakit Umum

12345

ElE2mE3m4nm5

1%

nw®

Q\%\‘@l\\‘
AL\ ‘,‘[\\“

-
<*

. Puas;

. Sangat puas.

Data diatas dapat dijelaskan bahwa angka ketidakpuasan terkait dengan

Kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang
dibantu oleh BPJS bersama Rumah Sakit tidak terealisasikan sepenuhnya.

Sehingga hal ini telah bertentangan dengan UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
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yang menyebutkan bahwa tujuan jaminan sosial nasional merupakan program
negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat. Dan kemudian data diatas juga menunjukan bahwa
telah terjadi ketidak serasaian-antara Rumah Sakit terkait dengan pasal 27 ayat (1)
Peraturan Pemerintan Nomor 47 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Rumah Sakit
memberikan pelayanan kesehatantyang caman, bermutu, antidiskriminasi, dan
efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien” sesuai “dengan standar
pelayanan Rumah Sakit."* Sehingga guna mewujudkan sistem jaminan nasional
dalam bidang kesehatan, maka tindakan diskriminatif terkait dengan pembedaan
pasien jalur umum dan pasien BPJS tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun
Mengingat fungsi utama dari pemerintah adalah melayani rakyat terutama
dalam bidang kesehatan, maka setiap instansi pemerintahan adalah memberikan
pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik ini dalam bidang kesehatan
(public service) sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi rakyatnya (public
welfare) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.'*’
Dan hal ini sesuai dengan UU No 14 Tahun 2009.yang menyebutkan bahwa
tanggungjawab pemerintah” baik " pusat “maupun daerah adalah memberikan
perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuali

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*?

1 peraturan Pemerintah 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

1z Busrizalti, M., 2013, Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya, Cet. I, Total

Media, Yogyakarta, him. 140

13 https://pelayananpublik.id/2019/07/30/rumah-sakit-sejarah-syarat-tujuan-dan-fungsinya-

menurutuu/#:~:text=Tugas%20rumahsakit%20adalah%20memberikan%20pelayanan%20kesehata

96


https://pelayananpublik.id/2019/07/30/rumah-sakit-sejarah-syarat-tujuan-dan-fungsinya-menurutuu/#%3A~%3Atext%3DTugas%20rumahsakit%20adalah%20memberikan%20pelayanan%20kesehatan%20perorangan%20secara%20paripurna.%26text%3DPenyelenggaraan%20penelitian%20dan%20pengembangan%20serta%2Cetika%20ilmu%20pengetahuan%20bidang%20kesehatan
https://pelayananpublik.id/2019/07/30/rumah-sakit-sejarah-syarat-tujuan-dan-fungsinya-menurutuu/#%3A~%3Atext%3DTugas%20rumahsakit%20adalah%20memberikan%20pelayanan%20kesehatan%20perorangan%20secara%20paripurna.%26text%3DPenyelenggaraan%20penelitian%20dan%20pengembangan%20serta%2Cetika%20ilmu%20pengetahuan%20bidang%20kesehatan

Hanya saja dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah dengan membentuk satu badan penunjang penyelenggaraan
jaminan kesehatan (BPJS) yang bekerjasama dengan Rumah Sakit dari
pengamatan dilapangan yang-peneliti lakukan; pelayanan. yang diberikan oleh
pihak Rumah Sakit Umum Kota Dumai berjalan dengan kurang baik. Hal ini
dikarenakan kurang maksimalnya dalam memberikan pelayanan kepada pengguna
jasa kesehatan melalui BPJS. Sehingga terjadi Kkesenjangan™ antara amanat
peraturan perundang-undangan tentang BPJS dan Kesehatan dengan pelaksanaan
lapangan inilah yang kemudian menjadi penelitian oleh peneliti. Dimana
kesenjangan terjadi terkait dengan ketanggapan pihak rumah sakit dalam
pelayanan bagi-pasien pengguna BPJS.

Masih banyaknya keluhan pasien terhadap pelayanan BPJS kesehatan di
RSUD Kota Dumai berkaitan dengan terjadinya proses yang dianggap berbelit—
belit akibat birokrasi yang kaku, perilaku petugas yang kadang kala kurang
bersahabat, juga Kinerja petugas dalam memberikan pelayanan dalam hal ini
ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kuantitas dan kualitas pelayanan
yang masih sangat rendah. Keluhan peserta BPJS kesehatan atas pelayanan yang
di berikan RSUD karena adanya diskrimnasi pelayanan, antrian yang panjang di
loket, pemeriksaan dilakukan dengan cepat dan tergesa-gesa sehingga pasien

merasa tidak cukup waktu untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai sakit yang

n%?20perorangan%20secara%20paripurna.&text=Penyelenggaraan%20penelitian%20dan%20peng
embangan%20serta,etika%20ilmu%20pengetahuan%20bidang%20kesehatan.
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di derita oleh pasien, pemberian obat yang di batasi karena peserta BPJS
Kesehatan harus bolak balik untuk mengantri untuk berobat lagi.

Kemampuan Rumah Sakit Umum Kota Dumai terkait dengan keandalan
(Reliability) dalam™ kemampuan_untuk memberikan  jasa. sesuai dengan yang
dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisien tidak terpenuhi sepenuhnya,
dimana masih tedapat cacat atas-peranan’ RSUD Kota Dumai dalam memberikan
pelayanan yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang terkait.

Kegagalan dalam pemenuhan hak pasien pengguna BPJS kemudian telah
memberikan kesan ketidakseriusan dalam pemenuhan hak-hak kesejahteraan
kesehatan masyarakat, hal ini didasari karena adanya pembedaan jalur tanpa
mempertimbangkan antara jumlah pasien BPJS dan pelaksana pelayanan Rumah
Sakit. Hal ini sesuai dengan fakta lapangan yang peneliti temukan di Rumah Sakit
Umum Kota Dumai, dimana-antrian panjang yangterjadi pada pasien BPJS untuk
konsultasi diangka yang tinggi setiap harinya, sehingga Pelayanan pendaftaran
pasien BPJS rawat jalan dapat diidentifikasi bahwa kepanjangan antrian yang
terjadi bersifat tidak terbatas (infinite), yang artinya tidak ada batasan maksimum
berapa pasien yang dapat mengantri’ di“loket pendaftaran pasien rawat jalan.
Tingkat pelayanan (service rate) adalah jumlah pelanggan yang dilayani oleh satu
petugas dalam suatu periode waktu tertentu. Angka pelayanan ini diperoleh
melalui perhitungan waktu pelayanan atau waktu yang dibutuhkan untuk melayani
pelanggan pada fasilitas pelayanan.

Permasalahan yang dianggap krusial yang kemudian menjadi salah satu

faktor penting terjadinya antrian yang panjang karena tidak menentunya jam
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konsultasi dokter, sehingga pasien tidak jarang tidak dapat ditangani pada hari itu
karena minimnya tenaga ahli dibandingkan pasien yang datang setiap harinya.

Secara konseptual, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus

bagi penerima 3 ala " | 0ern serta sebagai alat
control masyara an/a ‘;' rima ata a penyelenggara

pelayanan.

kesehatan, dan akan

bertanggung jawab dalam melak dan perannya masing-masing”*"

Adapun yang menjadi tujuan pelayanan adalah sebagai berikut :

1) untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan.

1 Ika Widiastuti, Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di

Jawa Barat, Jurnal Administrasi Publik, hal. 93
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2) untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli

atau menggunakan barang/jasa yang ditawarkan.

Pelaksanaan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada

setiap Rumah Sakit yang ada di Indonesia nyatanya masih belum mampu dicapai
oleh seluruh Rumah Sakit. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum kota Dumai
dikarenakan masih adanya kendala anatar jumlah tenaga ahli yang dimiliki Rumah
Sakit Umum Kota Dumai denga jumlah pasien yang datang menggunakan BPJS

setiap harinya.
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Kesenjangan yang terjadi ini kemudian menyebabkan antrian yang harus
dihadapi oleh pasien pengguna BPJS, dimana pasien terkadang tidak hanya
menunggu beberapa jam saja, tetapi juga bisa berhari-hari untuk dapat konsultasi
langsung kepada dokter terkait..Kendala inilah-yang sampai.hari ini masih belum
dapat diselesaikan oleh Rumah Sakit. Umum Kota Dumai, sehingga
menyebabakan tidak tercapainya Tstandard .mutu yang telah ditetapkan oleh
pemerintah “dan jaminan-jaminan perlindungan hak-hak anggota BPJS dalam
pemenuhan hak kesehatan setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan

yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Kendala pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Dumai dalam
melayani pasien BPJS sayangnya tidak memiliki cara yang solutif untuk
menyelesaikan permasalahan ini. Masyarakat justru dipaksa menunggu setidaknya
satu hari sampai.satu minggu Kedepan. Akibatnya, masyarakat harus menambah
biaya transportasi jika jarak fasilitas kesehatan yang dipilihkan BPJS Kesehatan
lebih jauh dari ‘tempat tinggal mereka. Atau bahkan, masyarakat terpaksa
menjalani pengobatan di fasilitas kesehatan lain yang lebih dekat yang biaya
pengobatannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Parahnya lagi, masyarakat
tetap diwajibkan membayar iuran meski dalam jangka waktu tersebut mereka
tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang telah disepakati oleh para pihak

dalam penyelanggaraan jaminan kesehatan.

Melihat pada landasan diselenggarakannya BPJS, makal perlu disadari bahwa
hal ini dibangun dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat,

pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, serta keadilan.
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Kemudian pada pasal 5 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
menjelaskan pula bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”. Berlandaskan

Studies (C - apkan bahwa pelayanan Rumah
Sakit di Indonesia masih rela : g endala masyarakat

dalam mendapatka | di ‘beberapsz kit di Indonesia.

lamanya di ruma rsebut’ harus mendapatkan

pertolongan.**®

Peningkatan kualitas pelayana pada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Kota Dumai sangatlah penting agar dapat
meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, sistem serta harga yang terjangkau. Cita-cita awal

pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah agar masyarakat bisa terlayani dengan baik

115 https://trustmedis.com/5-kendala-faskes-cara-menanganinya/
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di Rumah Sakit, namun masih terdapat permasalahan yang harus dibenahi baik

dari segi mutu pelayanan administrasi dan penambahan tenaga ahli untuk

mengurangi penumpukan antrian pasien BPJS.

ke negara | S C ) /a Jan Pulau Sumatra.
Banyak di¢ Malaysia atau
Singapura tersebut lebih

menjanjika

Akibatnya tidak jarang staf ruma enerima komplain atau kemarahan
pasien, dituduh mempersulit, bahkan dituding mencari keuntungan. Implementasi
program BPJS kesehatan bersinggungan langsung terhadap pasien yang datang

berobat di rumah sakit. Peningkatan jumlah kunjungan pasien mengakibatkan

118 https://trustmedis.com/5-kendala-faskes-cara-menanganinya/
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hampir disetiap prosedur pelayanan di rumah sakit dikeluhkan pasien, mulai dari

ruang mendatangi bagian informasi sampai dengan pengambilan obat di loket.

Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat.secara umum dirumah sakit
karena rumah.sakit belum mampu memberikan sesuatu hal.yang benar-benar
diharapkan oleh pengguna BPJS. Faktor utama tersebut karena pelayanan yang
diberikan berkualitas rendah ‘sehingga belum dapat'menghasilkan-pelayanan yang
baik, yang betulbetul diharapkan oleh pengguna BPJS. Rumah sakit dalam hal
pemberian pelayanan bisa dikatakan tidak mampu untuk melayani dan
memberikan fasilitas kesehatan yang baik kepada Pasien, tuntutan yang harus
dilaksanakan dan dipenuhi adalah menyediakan pelayanan yang berkualitas
Kepuasan yang tinggi dan yang baik akan menunjukkan keberhasilan rumah sakit
untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesua yang
di amanahkan dalam UU." Pemberian ,pelayanan’ kesehatan yang bermutu dan
berkualitas itu sangat mempengaruhi pasien dalam hal menerima pelayanan.
Peserta akan cenderung mematuhi semua kebijakan atau nasehat, setia dan taat

seluruh aturan yanhg sudah disepakati bersama™’

Kendala pelayanan kesehatan ini tidak sesuai dengan tujuan utama
kesehatan yang tujuannya untuk menjalankan dan terwujudnya pemberian
jaminan kesehatan yakni kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap
masyarakat. Untuk setelah terdaftar masyarakat atau peserta dalam program BPJS,

maka masyarakat atau peserta berhak mendapatkan manfaat jaminan

1 Nur Hasan, Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial), Jurnal llmu Sosial dan limuPolitik, Vol. 8 No. 4 (2019), 353
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kesehatanyang layak sesuai aturan yang berlaku, sehingga pemerintah dan Rumah

Sakit harus mampu memperbaiki mutu kualitas pelayanan kesehatan.
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BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

pengguna

dengan tuj

napwaNEY

berlandasake

mengatur te

g
-

rumah sakit
dasarnya tujua

merupakan salah

masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang

L\

memuaskan agar pasien merasa se perobat di rumah sakit.

2. Kendala pelaksanaan pelayanan rumah sakit dalam penjaminan bagi
pengguna bpjs dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis
mendapatkan berbagai informasi, diamana dari informasi dan data-data tersebut
dapat menjadi landasan untuk menilai kepuasan masyarakat pengguna BPJS
dalam menerima pelayanan kesehatan di RSUD Kota Dumai. Dari hasil

wawancara dan kuesioner yang penulis berikan, maka dapat disimpulkan bahwa
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pelayanan Rumah Sakit Umum Kota Dumai kepada pengguna BPJS masih dirasa
kurang maksimal terutama dalam hal pelayanan di administrasi dan jadwal dokter

yang menyebabkan antrian panjang kepada pasien pengguna BPJS tidak hanya

beberapa jam teta a_menyebabkan tidak

“‘R‘\“ .@éo ehatan  bagi
-

Dari ha simpulan ya : aps genai tentang
permasalahg am menerima
pelayanan is memberikan

Saran-saran Sepa

pemakai, sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemberi jasa dan

pengguna jasa.

2. Pihak rumah akit diharapkan terus meningkatkan sarana, prasarana dan
kesehatan dilingkungan rumah sakit serta memelihara dan memperbaiki
fasilitas yang telah ada, seperti pengadaan alat-alat medis dan penunjang

medis. Kemudian Rumah Sakit juga harus mampu menyesuaikan jumlah
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pasien pengguna BPJS yang datang setiap harinya dengan tenaga ahli yang
menangani pasien sehingga mengurangi antrian panjang yang dapat

menyebabkan kerugian pada pasien baik secara waktu dan ekonomi.
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